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ABSTRAK 

 

Mewabahnya covid-19 telah banyak mengubah tatanan 

kehidupan manusia yang mana segala hal diatur dan dibatasi. Provinsi 

Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung no. 45 tahun 

2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru yang memuat aturan 

protokol kesehatan covid-19 termasuk dalam aspek keagamaan pada 

pelaksanaan ibadah shalat jamaah. Terkait peraturan tersebut timbul 

perdebatan antar masyarakat khususnya jama’ah yang 

mempertanyakan apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan 

syari’at Islam lantaran beberapa ketentuannya bersinggungan dengan 

sunnah Rasulullah. Perdebatan tersebut memunculkan narasi baru 

dalam beribadah pada ketentuan pemakaian masker dan peregangan 

shaf saat shalat jama’ah. Adapun rumusan masalahnya adalah 

bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Lampung no. 45 tahun 

2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan 

ibadah pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Segalamider?. Dan 

bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan 

Gubernur Lampung no. 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi 

kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-

19 di Kelurahan Segalamider?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Lampung no.45 tahun 

2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan 

ibadah pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Segalamider dan 

mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan 

Gubernur Lampung no. 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi 

kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-

19 di Kelurahan Segalamider. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data 

primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi 

(pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data 

dilakukan dengan cara pemeriksanaan data (editing) dan klasifikasi 

data. Metode analisis datanya adalah pendekatan kualitatif melalui 

metode berpikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat 

kesimpulan dari penelitian ini. 

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain penggambaran 

mengenai implementasi peraturan tentang adaptasi kebiasaan baru 

dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan 

Segalamider sudah terimplementasi dengan baik. Namun, mendapat 

respon yang beragam dari masyarakat khususnya jama’ah shalat di 
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masjid. Perbedaan pandangan dalam menyikapi penerapan peraturan 

tersebut dikaitkan dengan adanya ketentuan pada peraturan tersebut 

yang bersinggungan dengan sunnah rasulullah terletak pada ketentuan 

dalam pemakaian masker dan peregangan shaf shalat. Dalam aspek 

hukum Islam, terdapat maqosidu syariah bahwasannya umat Islam 

harus menjaga 5 hal pokok yaitu menjaga jiwa, harta, agama, akal dan 

keturunan. Covid-19 dapat dikatakan sebagai hajat syar’iyyah yang 

utamanya perlu dicegah karena lebih banyak mendatangkan 

kemudharatan sedangkan beberapa perdebatan mengenai pemakaian 

masker dan peregangan shaf saat shalat memang menghilangkan 

keutamaan shalat tapi tidak membatalkan shalatnya.  
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MOTTO 

 

سُوْلَ وَاُ  َ وَاَطِيْعُوا الرذ ينْاَ اٰمَنوُْا اَطِيْعُوا الّلّٰ ِ اَ الَّذ َٓيُّه ءٍ يٰآ ْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْتُُْ فِِْ شََْ ولِى الَْْمْرِ مِنْكُْ

اَحْسَنُ  خِرِِۗ ذٰلَِِ خَيٌْْ وذ ِ وَاليَْوْمِ الْْٰ سُوْلِ اِنْ كُنْتُُْ تؤُْمِنوُْنَ بِِالّلّٰ ِ وَالرذ وْهُ اِلَى الّلّٰ  فرَُده

 (٩٥تآَوِْيلًْا )سورة النسّاء : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-

Nya (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) 

diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya).  

Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu 

lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 

akhirat)”.  

(QS. An-Nisa (4): 59). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian ini, penulis perlu memberikan penegasan dalam 

bentuk uraian istilah mengenai judul dalam penelitian ini dengan 

maksud untuk menghindari dan meminimalisir adanya 

kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud dari judul 

tersebut. adapun judul yang dimaksud adalah Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan 

Baru Dalam Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19 

(Studi Pada Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang 

Barat Kota Bandar Lampung) yang selanjutnya uraian istilah terkait 

judul di atas akan dijabarkan berikut ini: 

1. Tinjauan Fiqh Siyasah. Kata tinjauan menurut KBBI berasal dari 

kata dasar tinjau, artinya melihat atau memeriksa. Maka Tinjauan 

berarti hasil pandangan ataupun pendapat yang diperoleh sesudah 

mempelajari suatu objek.
1
 Selanjutnya Fiqh Siyasah terdiri atas 2 

pemaknaan,  fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari faqaha-

yafqahu-fiqhan, artinya ―paham yang mendalam‖. Siyasah 

berasal dari kata sâsa, artinya mengatur, mengurus atau 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi, Fiqh 

Siyasah adalah suatu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan.
2
 

2. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki arti yakni pelaksanaan. Dapat diuraikan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan dari strategi atau langkah yang 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 1713. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4. 
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telah disusun secara terperinci, biasanya dilaksanakan setelah 

seluruh perencanaan dianggap sempurna.
3
 

3. Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020, 

merupakan aturan yang mengatur masyarakat di wilayah 

Lampung mengenai pedoman adaptasi kebiasaan baru yang 

mengacu pada penerapan protokol kesehatan yaitu memakai 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dalam segala aktivitas 

masyarakat, bertujuan untuk mengembalikan aktivitas normal 

dengan tetap melindungi masyarakat dari wabah penyakit covid-

19. 

4. Ibadah, berasal dari kata bahasa Arab abada, ya‟budu, „ibadatan 

yang bermakna ―tunduk merendahkan diri dihadapan Allah‖. 

Dapat diuraikan bahwa ibadah adalah bentuk pengabdian 

manusia kepada Tuhan-Nya (Allah Swt.) dengan cara melakukan 

segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.
4
 

5. Pandemi Covid-19, merupakan kejadian luar biasa meluasnya 

penyakit menular yaitu Corona Virus Disease (Covid-19), virus 

baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan telah menimbulkan 

kedaruratan kesehatan global dengan spesifik menyerang sistem 

imun tubuh manusia khususnya saluran pernafasan.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Corona Virus Disease 2019 atau singkatnya Covid-19 

merupakan virus yang tengah mewabah hampir di seluruh bagian 

dunia ditandai dengan awal kemunculannya pada penghujung tahun 

2019 di wilayah Wuhan, Republik Tiongkok. Covid-19 secara 

langsung mengambil atensi dunia sebab percepatan penularannya 

yang cukup mudah dan deteksi orang yang terinfeksi tidak dapat 

                                                           
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 580. 
4 Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ibadah (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2009), 61. 
5 Indra Jaya, ―Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19,‖ 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, 

http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/.  
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disadari secara langsung karena virus ini memiliki masa inkubasi yang 

bervarian menyesuaikan imunitas tubuh manusia itu sendiri. 

Covid-19 dalam pergerakannya berkembang cepat hingga ke 

berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali 

mengonfirmasi munculnya covid-19 pada 02 maret 2020. Berdasarkan 

banyak kasus yang telah ada, virus ini menginfeksi saluran pernafasan 

manusia dengan gejala seperti flu ringan. Namun, terdapat gejala 

lanjutan yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pernafasan berat 

pada paru-paru yakni pneumonia dan bahkan fatalnya dapat 

menyebabkan kematian. Organisasi kesehatan dunia menyatakan 

covid-19 sebagai sebuah pandemi meninjau dari penyebarannya yang 

meluas secara global.
6
 

Sejak pemerintah mengonfirmasi kemunculan covid-19 di 

Indonesia, kasus masyarakat terinfeksi virus ini terus mengalami 

peningkatan pada setiap harinya. Pemerintah Indonesia menetapkan 

covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat termaktub dalam 

Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020. Hal tersebut lantaran 

transmisi penyebarannya begitu cepat ke berbagai wilayah di 

Indonesia ditandai dengan jumlah kasus terinfeksi dan angka kematian 

yang terus bermunculan. Lambannya penanganan yang dilakukan 

pemerintah saat covid-19 telah terdeteksi di Indonesia menyebabkan 

sulitnya mengendalikan penyebaran virus ini.
7
 

Dalam penanggulangan wabah covid-19, pemerintah telah 

memberlakukan berbagai pengaturan yang harus diperhatikan oleh 

masyarakat, salah satunya pengaturan mengenai adaptasi kebiasaan 

baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah suatu keadaan untuk 

mengenalkan perubahan tatanan kehidupan baru terhadap suatu 

kebiasaan masyarakat yang berbeda dari sebelum adanya covid-19 

dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti 

biasanya secara produktif dan aman melalui penegasan terhadap 

menjalankan protokol kesehatan di segala aktivitas, diantaranya 

memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

                                                           
6 Audric Albertus, ―Epidemiologi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019),‖ 

Alomedika, 2022, https://www.alomedika.com/penyakit/penyakit-infeksi/coronavirus-

disease-2019-covid-19/epidemiologi. 
7 ―Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),‖. 
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Merebaknya covid-19 telah membawa banyak perubahan pada 

segala aspek kehidupan, salah satunya pada pelaksanaan ibadah. Pada 

umumnya, pelaksanaan ibadah dilakukan dengan berpedoman sesuai 

tuntunan agama yang berasal dari wahyu Allah Swt. terdapat dalam 

Al-Qur‘an dan diperinci dalam sunnah. Kini secara mengejutkan 

mengalami perubahan dan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan 

keadaan terjadinya wabah covid-19 yaitu menerapkan protokol 

kesehatan dalam pelaksanaannya. Bahkan umat beragama dalam 

melaksanakan ibadah tidak lagi bertarung dengan hawa nafsu serta 

gangguan syaitan, melainkan harus berhadapan dengan wabah covid-

19.
8
 

Meninjau keadaan sebelumnya, masyarakat Indonesia dibuat 

lumpuh secara sosial karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Pembatasan tersebut awalnya dilakukan dengan tujuan 

agar covid-19 tidak semakin meluas penyebarannya, akan tetapi 

seiring berjalannya waktu menimbulkan masalah lain disamping 

masalah kesehatan masyarakat yang ingin diatasi, salah satunya 

seperti dalam bidang keagamaan yakni kesejahteraan umat beragama 

dalam melaksanakan ibadah terganggu akibat penutupan sementara 

masjid dan anjuran untuk mengganti shalat jum‘at dengan shalat 

dzuhur serta pengalihan shalat berjama‘ah di masjid menjadi di rumah 

masing-masing. 

Dalam Islam, pengaturan tersebut dibahas pada bidang kajian 

ilmu pemerintahan Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Lingkup kajian dalam 

permasalahan ini yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan 

ibadah shalat berjama‘ah terletak pada siyasah syar‟iyyah, yang 

merupakan ketentuan kebijaksanaan dalam pengurusan masalah 

kenegaraan yang berdasarkan syariat. Pada ketentuan ini, Siyasah 

syar‟iyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, 

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syariat dan 

dasar-dasarnya yang bersifat universal demi terciptanya tujuan-tujuan 

kemasyarakatan.
9
 

                                                           
8 Tri Bunga Firma, ―Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa 

Pendemi di Kota Padang,‖ Al-Adyan: Journal of Religious Studies, Volume 1 Nomor 

2 (Desember 2020): 145, https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1980.  
9 Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” 5. 
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Dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung termasuk wilayah 

dengan mayoritas umatnya yang beragama Islam. Kebijakan mengenai 

larangan shalat di masjid tentu bergejolak di kehidupan masyarakat 

karena melaksanakan shalat jama‘ah di masjid sudah menjadi rutinitas 

umat Islam seluruhnya dan juga merupakan kebutuhan dasar dalam 

hubungan ritual manusia dengan Allah Swt. Dalam hal ini, maka 

untuk mengobati kerinduan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di 

masjid, pemerintah daerah mengeluarkan aturan lanjutan penanganan 

covid-19 yaitu dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung no. 45 

tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju 

masyarakat produktif dan aman covid-19.
10

 

Adapun realitanya di lapangan, pengaturan adaptasi kebiasaan 

baru dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi mendapat tanggapan 

pro dan kontra di tengah masyarakat, yakni salah satunya terjadi di 

Kelurahan Segalamider. Hal tersebut menjadi perdebatan lantaran 

adanya beberapa ketentuan yang bertentangan dengan hadits 

Rasulullah, seperti ketentuan jaga jarak 1 meter saat shalat berjama‘ah 

dan pemakaian masker saat ibadah shalat. Berikut hadits (sabda 

rasulullah) yang berkenaan dengan anjuran merapatkan shaf shalat 

yang berkebalikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh 

pemerintah : 

يَاطِيِْْ  وا الخَْللََ, وَلَا ثذََرُوْا فرَُجَاتِ الش َّ فُوْفَ : حَاذُوْا تيََْْ المَْياَنِةِ وَسُدُّ أَكِيْمُوا الصُّ

 ُ ُ وَمَنْ كطََعَ صَفًّا كطََعَوُ الّلّه  وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلََُ الّلّه

―Luruskan shaf kalian. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. 

Tutuplah celah. Janganlah kalian membiarkan ada celah untuk 

syaitan. Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allah akan 

menyambung hubungan dengan-Nya dan barangsiapa memutus shaf 

maka Allah akan memutuskan hubungan dengan-Nya.” (HR. Abu 

Dawud no. 666).
11

 

                                                           
10 ―Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19)‖. 
11 Firanda Andirja, ―Hukum Seputar Shaf Shalat (Sunan Abu Dawud No. 666, 

dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim sebagaimana dalam Fathul Bari 2/211, 

disebutkan juga dalam shahih At-Taghrib wa At-Tarhib No. 490).,‖ Bekali Islam, 

2020, https://bekalislam.firanda.com/3005-hukum-seputar-shaf-shalat.html. 



 6 

Berdasarkan hadits di atas dapat dilihat bahwa adanya 

perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf dalam melaksanakan 

ibadah shalat berjama‘ah. Menilik dari keadaan saat ini dimana sedang 

terjadi wabah penyakit menular covid-19 yang mengakibatkan banyak 

hal mengalami perubahan menyesuaikan upaya penanganan covid-19. 

Situasi merebaknya covid-19 ini menimbulkan pemerintah mengatur 

semua aktivitas termasuk pelaksanaan ibadah yang menganjurkan 

untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. 

Pengaturan tersebut menyebabkan terbentuknya narasi baru dalam 

beribadah yaitu peregangan shaf yang terdapat dalam aturan 

pemerintah dipertanyakan sesuai tidaknya dengan hukum syara‘ dan 

sah tidaknya shalat dengan memberi jarak 1 meter antar tiap jama‘ah, 

serta apakah ketentuan tersebut telah sesuai dengan jiwa syariat Islam 

agar kehidupan masyarakat mencapai kemaslahatan. 

Sebelumnya, penulis telah melakukan pra riset berupa 

mengamati pelaksanaan ibadah pada saat kegiatan kerja nyata (KKN) 

di beberapa masjid kelurahan Segalamider, terhitung ± 40 hari dimulai 

dari tanggal 18 Juni hingga akhir Juli 2021. Berdasarkan pengamatan 

penulis, adanya perbedaan pengaturan pelaksanaan ibadah pada saat 

pandemi covid-19 yakni penulis menemukan bahwa tidak semua 

masjid menerapkan pengaturan adaptasi kebiasaan baru dalam 

pelaksanaan ibadah seperti dalam peraturan tersebut yang 

menganjurkan untuk memberi jarak shaf shalat sekitar 1 meter dan 

pemakaian masker saat beribadah ada yang menjalankan dan ada yang 

tidak. Padahal Kondisi kesehatan masyarakat pada saat itu rentan akan 

virus covid-19 yang mengharuskan menerapkan pengaturan adaptasi 

kebiasaan baru pada segala aspek kehidupan termasuk dalam 

pelaksanaan ibadah.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dalam pengaturan adaptasi 

kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19. Dengan demikian penulis 

menarik garis besar dalam penelitian ini dengan judul ―Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 

45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam 

Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada 
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Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota 

Bandar Lampung)‖. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Pada bagian ini, penulis akan menetapkan fokus penelitian yakni 

berkaitan dengan implementasi pengaturan pedoman adaptasi 

kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi 

covid-19 di Kelurahan Segalamider yang mengacu pada pasal 5 

Peraturan Gubernur Lampung No. 45 Tahun 2020. 

2. Sub-Fokus Penelitian 

Setelah menetapkan fokus penelitian, selanjutnya penulis 

menentukan sub-fokus penelitian yakni sudut tinjauan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada tinjauan fiqh 

siyasah. Jadi, Penulis akan meninjau dengan berdasarkan sudut 

tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 5 Peraturan 

Gubernur Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang pedoman 

adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah pada masa 

pandemi covid-19 di Kelurahan Segalamider. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung 

No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru 

dalam Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

Kelurahan Segalamider ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 5 

Peraturan Gubernur Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pelaksanaan Ibadah 

pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Segalamider  ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, berikut tujuan dalam penelitian ini :  
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1. Mengetahui Implementasi Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung 

No. 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru 

dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-19 di 

Kelurahan Segalamider 

2. Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 

5 Peraturan Gubernur Lampung No. 45 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pelaksanaan ibadah 

pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Segalamider 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis, yakni diharapkan dalam penelitian ini, 

penulis dapat memberikan kontribusi pada akademis terkhusus 

dalam bidang hukum berkaitan dengan ― Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung No. 

45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam 

Pelaksanaan ibadah pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan 

Segalamider‖. Selanjutnya, juga untuk memperluas khazanah 

pengetahuan penulis dalam memandang permasalahan yang 

terjadi dalam masyarakat. 

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat 

dalam menyelesaikan tugas akhir penulis guna memperoleh gelar 

S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. Selanjutnya, hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberi sumbangan bahan pemikiran 

terhadap pemahaman masyarakat mengenai Pedoman Adaptasi 

Baru pada masa pandemi covid-19 dalam penyelengaraan ibadah 

di Kelurahan Segalamider. 

 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya :   

1. Zihan Fahira & Siti Nur Zalikha Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh dengan judul ―Kebijakan Pemerintah Dalam 

Kegiatan Sholat Berjama‘ah di Masa Pandemi Covid-19‖. 

Berdasarkan hasil penelitian, kebebasan beragama merupakan 
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suatu bentuk dari hak asasi manusia yang diberikan dan 

ditetapkan kedudukannya kepada umat beragama dalam sebuah 

konstitusi. Namun, sejak kemunculan covid-19 di Indonesia 

membuat negara harus mengubah jaminan kebebasan beragama 

menjadi pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan beragama 

seperti pada umat muslim, peniadaan sholat berjama‘ah jum‘at 

ataupun fardhu di masjid dan pelaksanaannya dilakukan di rumah 

untuk sementara waktu. Hal ini memicu pro dan kontra di 

kalangan umat beragama khususnya umat muslim. Karena 

sebagian umat beragama memandang pemerintah telah mencabut 

hak kebebasan beragama khususnya dalam praktik pelaksanaan 

ibadahnya di tempat ibadah yang telah ada undang-undangnya 

terkait kebebasan yang dilimpahkan oleh seluruh rakyat termasuk 

hak menganut agamanya masing-masing berupa kebebasan 

mendirikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan yang dianut tanpa 

adanya aturan sepihak tersebut semenjak covid-19 mewabah 

mengalami perubahan menyesuaikan kondisi yang terjadi akibat 

covid-19 yang mengharuskan menutup akses tempat manapun 

sementara termasuk penutupan tempat ibadah.
12

 Berbeda dengan 

Penelitian Zihan Fahira & Siti Nur Zalikha, penulis akan 

mengkaji mengenai kebijakan lanjutan dari pembatasan kegiatan 

keagamaan yaitu pada pelaksanaan ibadah berdasarkan adaptasi 

kebiasaan baru dimana masyarakat dituntut untuk menyesuaikan 

kebiasaan yang baru dengan menerapkan protokol kesehatan 

covid-19 disetiap aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ibadah 

shalat jama‘ah di masjid. Sementara itu, Persamaannya yaitu 

urgensinya yang membahas mengenai pengaturan dalam 

pelaksanaan ibadah pada masa covid-19. 

2. Try Bunga Firma Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 

dengan judul ―Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam 

Pada Masa Pandemi di Kota Padang‖. Berdasarkan hasil 

penelitian, kemunculan virus corona telah melahirkan perubahan 

pada aspek keagamaan dalam penyelenggaraan praktik ibadah 

                                                           
12 Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha, ―Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan 

Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19,‖ Jurnal Riset dan Pengabdian 

Masyarakat, Volume 1 Nomor 1 (2021): 50, https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.629.  
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umat muslim. Covid-19 telah menimbulkan dampak terkait 

pelaksanaan ibadah yaitu pemberhentian sementara shalat 

berjamaa‘ah di beberapa masjid. Situasi demikian membentuk 

alternatif lain dari pemerintah, yakni adaptasi kebiasaan baru 

pada kegiatan keagamaan yang mengacu pada protokol 

kesehatan. Lahirnya pengaturan normal baru di kota Padang telah 

melahirkan pro dan kontra di kalangan umat muslim.
13

 Berbeda 

dengan penelitian Try Bunga Firma, dalam penelitian ini penulis 

akan mengkajinya dengan sudut pandang fiqh siyasah dalam 

memandang penerapan adaptasi kebiasaan baru yang mengacu 

pada pengaturan protokol kesehatan covid-19 saat pelaksanaan 

ibadah di tengah masa pandemi covid-19 di Kelurahan 

Segalamider. Sementara itu, Persamaannya yaitu membahas 

mengenai substansinya terkait pelaksanaan ibadah didasarkan 

dalam penerapan pengaturan adaptasi kebiasaan baru terhadap 

penyesuaian protokol kesehatan covid-19 saat beribadah pada 

masa pandemi covid-19. 

3. Hanzah Adi Prayogo Uin Sunan Ampel Surabaya dengan judul 

―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kegiatan 

Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 9 tahun 2020 

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar‖. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembatasan kegiatan keagamaan 

dalam peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2020 bukan 

merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam melarang umat 

beragama untuk melakukan aktivitas ibadah, melainkan hanya 

memberikan pembatasan berupa ruang bebas dalam melakukan 

ibadah yang lebih menganjurkan untuk dilaksanakan di rumah 

masing-masing. Kebijakan ini dinilai tepat karena tidak melarang 

seutuhnya hak umat beragama untuk melakukan ibadahnya dan 

juga hal ini sebagai bentuk mengutamakan kesehatan dan 

melindungi masyarakat dari wabah covid-19.
14

 Berbeda dengan 

                                                           
13 Firma, ―Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pendemi 

di Kota Padang,‖ 160. 
14 Hanzah Adi Prayogo, ―Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan 

Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar‖ (Skripsi, UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2021), 69. 
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penelitian Hanzah Adi Prayogo, dalam penelitian ini penulis akan 

mengkaji pengaturan lanjutan pemerintah dalam menangani 

kondisi pasca diterapkannya pengaturan pembatasan sosial 

berskala besar khususnya dalam melaksanakan ibadah yang harus 

mengacu pada pengaturan adaptasi kebiasaan baru. 

Persamaannya terletak pada substansi yang membahas mengenai 

masalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait 

pelaksanaan ibadah yang diperdebatkan pada masa pandemi 

covid-19. 

4. Tenri Jaya, Lilis Suryani, dan Dodi Ilham Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Palopo dengan judul ―Pengaruh Mewabahnya 

Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual 

Ibadah di Masjid pada Masyarakat Islam di Luwu Raya‖. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Luwu 

Raya setuju dengan adanya himbauan pemerintah untuk tidak 

melaksanakan ritual ibadah secara berjamaah di masjid untuk 

sementara waktu selama mengganasnya wabah covid-19. 

Pengaruh himbauan pemerintah tersebut untuk meniadakan 

pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ternyata cukup 

berdampak yaitu terlihatnya beberapa masjid yang ditutup untuk 

sementara waktu dengan maksud untuk mengutamakan 

perlindungan masyarakat dari virus covid-19 dengan tidak 

mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat.
15

 Perbedaan 

antara penelitian Tenri Jaya, Lilis Suryani, dan Dodi Ilham 

dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu dalam penelitian 

tersebut membahas mengenai pengaruh covid-19 terhadap 

implementasi ritual ibadah di masjid yang dilarang sementara 

waktu oleh pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini penulis 

akan mengkaji implementasi dalam sebuah peraturan tentang 

pedoman adaptasi kebiasaan baru terhadap pelaksanaan kegiatan 

beribadah di masjid pada masa pandemi covid-19. Persamaannya 

terletak dalam substansi yang membahas mengenai pelaksanaan 

                                                           
15 Tenri Jaya, Lilis Suryani, dan Dodi Ilham, ―Pengaruh Mewabahnya Corona 

Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah di Masjid Pada 

Masyarakat Islam di Luwu Raya,‖ Madaniya, Volume 1 Nomor 4 (November 2020): 

180, https://madaniya.pustaka. my.id/journals/contents/article/view/35. 
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ibadah pada masa covid-19 sebagai bentuk pencegahan dan 

penanganan wabah covid-19. 

5. Andi Sumardin, Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan 

judul ―Implikasi Shalat Berjamaah Sebagai Kontrol Sosial 

Kehidupan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota 

Makassar‖. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi pelaksanaan 

shalat jamaah sebagai kontrol sosial terhadap dampak pandemi 

covid-19 yaitu menyalurkan peran penting kepada jamaah untuk 

sementara bersabar menghadapi cobaan berwujud wabah covid-

19. Shalat berjamaah mengarahkan sikap saling menghormati 

antara sesama, sedangkan covid-19 mengajarkan agar umat 

manusia untuk bermawas diri dalam berakhlak contohnya saat 

menghadapi virus yang dapat membahayakan diri sendiri maupun 

orang lain.
16

 Berbeda dengan penelitian Andi Sumardin, dalam 

penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan 

ibadah khususnya shalat jamaah di salah satu wilayah provinsi 

lampung yaitu Kelurahan Segalamider berdasarkan pedoman 

adaptasi kebiasaan baru yang tercantum dalam peraturan 

gubernur lampung nomor 45 tahun 2020 yang merupakan 

pengaturan pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah 

meluasnya covid-19 khususnya dalam sektor kegiatan keagamaan 

berupa pelaksanaan ibadah shalat jamaah di masjid. 

Persamaannya adalah membahas tentang pelaksanaan ibadah 

khususnya shalat jamaah di tengah pandemi covid-19. 

6. Sonia Ayustina, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 

dengan judul ―Efektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 

2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat 

Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19‖. Berdasarkan hasil 

penelitian, sebagian besar masjid di kecamatan Sei Suka 

Kabupaten Batu Bara masih belum efektif untuk melaksanakan 

kebijakan yang tercantum dalam surat edaran Kemenag no. 15 

tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah pada masa 

                                                           
16 Andi Sumardin, ―Implikasi Salat Berjamaah Sebagai Kontrol Sosial 

Kehidupan Masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar,‖ Qisthosia: 

Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2021): 80, 

https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/ qisthosia/article/view/127/80. 
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pandemi covid-19. Faktor-faktor ketidakefektifannya disebabkan 

dari masyarakat yang tidak peduli terhadap penyakit yang tengah 

mewabah luas lantaran gejala yang dirasakan sama seperti gejala 

penyakit flu yang anggapannya adalah penyakit ringan yang tidak 

usah dikhawatirkan dan masyarakat selalu menganggap bahwa 

covid-19 hanyalah permainan elit politik pemerintahan saja.
17

 

Berbeda dengan penelitian Sonia Ayustina, dalam penelitin ini 

penulis mengkaji menggunakan peraturan Gubernur Lampung no. 

45 Pasal 5  tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru yang 

memfokuskan pada pelaksanaan beribadah utamanya saat shalat 

jama‘ah di masjid pada masa pandemi covid-19 yang diterapkan 

di Kelurahan Segalamider. Persamaannya terletak dalam 

substansinya yang membahas terkait pelaksanaan ibadah di masa 

pandemi covid-19. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, 

meliputi beberapa bagian sebagai berikut :  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan turun langsung ke objek lingkungan 

dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data 

terkait masalah yang akan diteliti. 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

yaitu penelitian yang diarahkan untuk fakta-fakta atau 

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai 

                                                           
17 Sonia Ayustina, ―Efektivitas Surat Edaran Kemenag Nomor 15 Tahun 2020 

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa 

Pandemi Covid-19, Studi Kasus: Di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten 

Batu Bara‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 73. 
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sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
18

 Dalam penelitian 

ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai 

implementasi dari pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam 

pelaksanaan ibadah di kelurahan Segalamider dalam 

peraturan Gubernur Lampung nomor 45 pasal 5 tahun 2020.  

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat data dapat diperoleh. Adapun 

sumber data dalam penelitian, diantaranya:  

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang memuat 

data utama yakni data yang didapat secara langsung di 

lapangan oleh penulis melalui pengamatan dan wawancara 

kepada seseorang (informan) yang sedang penulis jadikan 

sampel dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber misalnya buku, jurnal, dan 

peraturan perundang-undangan yang ada.
19

 Data sekunder 

digunakan untuk memperjelas suatu penelitian dari bahan-

bahan data primer. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek berupa orang 

atau penduduk yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, Populasi yang digunakan adalah keseluruhan 

masyarakat yang beragama Islam di  Kelurahan 

Segalamider, karena sehubung dengan objek yang akan di 

teliti yakni seputar pelaksanaan ibadah pada masa pandemi 

covid-19 dimana pelaksana masyarakatnya beragama Islam. 

                                                           
18 Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Cetakan I 

(Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 53. 
19 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan I 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68. 
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Adapun populasi dalam penelitian ini akan penulis jabarkan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah penduduk berdasarkan data sebaran agama Islam di 

3 lingkungan Kelurahan Segalamider 

No. Wilayah 

Kelurahan 

Laki-

laki 

Perempuan Jumlah 

1. Lingkungan I 1.804 

orang 

1.950 

orang 

3.754 

orang 

2. Lingkungan II 1.693 

orang 

1.810 

orang 

3.503 

orang 

3. Lingkungan III 1.910 

orang 

1.776 

orang 

3.686 

orang 

Jumlah Total  5.407 

orang 

5.536 

orang 

10.983 

orang 

  Sumber data : Profil Kelurahan Segalamider dicatat tanggal 

6 Juli 2022 

Jadi, populasi dalam penelitian ini berjumlah 10.943 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah penduduk yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, yang merupakan bagian kecil 

dari beberapa populasi yang diambil berdasarkan prosedur 

tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang 

digunakan adalah Purposive Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan 

sifat tertentu yang sesuai dan dianggap dapat mewakili 

populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini akan penulis 

jabarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.2 

Daftar Jumlah Sampel penelitian 

No. Sampel dalam Penelitian Keterangan  

1. Lurah 1 orang 

2.  Satuan gugus tugas Covid-19 (Satgas 

Covid-19) 

1 orang 

3. Tokoh Agama (ustadz) Kelurahan 

Segalamider 

1 orang 

4.  Pengurus Masjid di Lingkungan 

Segalamider 

3 orang 

5. Warga Kelurahan Segalamider 3 orang 

Jumlah Sampel 9 orang 

 

Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis 

melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan di lapangan 

guna mendapatkan fakta mengenai hal yang sedang diteliti. 

Sebelumnya, penulis telah melakukan pengamatan mengenai 

pelaksanaan ibadah pada beberapa masjid di Kelurahan 

Segalamider saat kegiatan kerja nyata (kkn) terhitung dari 18 

Juni hingga akhir Juli 2021. Selanjutnya, penulis akan 

membuat daftar rencana berikutnya untuk melakukan 

observasi lapangan berikut ini:  

  



 17 

Tabel 1.3 

Daftar perencanaan dalam pelaksanaan pengamatan 

penelitian 

No. 

Tanggal 

Pelaksanaan 

Observasi 

Tujuan 

1.  18 Juni-31 Juli 

2021 

Prariset berupa pengamatan langsung 

dalam pelaksanaan ibadah pada 

beberapa masjid di Kelurahan 

Segalamider. 

2.   6 - 11 Juli 2022 Mencari data mengenai profil 

Kelurahan Segalamider dan data kasus 

covid-19. 

3.  18 - 22 Juli 

2022 

Mencari informasi mengenai 

implementasi pasal 5 pergub Lampung 

tentang pedoman adaptasi kebiasaan 

baru dalam pelaksanaan ibadah pada 

masa pandemi di beberapa masjid 

Kelurahan Segalamider. 

4.  25 - 29 Juli 

2022 

Mencari data mengenai tanggapan 

beberapa warga terhadap implementasi 

pengaturan adaptasi kebiasaan baru 

dalam pelaksanaan ibadah. 

 

b. Wawancara 

Yaitu kegiatan berkomunikasi dengan metode tanya 

jawab guna memperoleh data dari responden dengan 

menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpul 

datanya.
20

 Wawancara dilakukan guna mendapatkan 

informasi secara langsung dari pihak yang berkaitan seperti 

pengurus masjid, gugus tugas covid-19, pihak kelurahan, 

dan warga Kelurahan Segalamider. 

                                                           
20 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Cetakan I (Jember: 

STAIN Jember Press, 2013), 189. 
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c. Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data melalui pengkajian 

sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan yang ada, 

kebijakan, dan sebagainya yang memuat data yang 

diperlukan penulis.
21

 

5. Teknik Pengolahan Data 

    Merupakan kegiatan lanjutan setelah data yang dibutuhkan 

terkumpul seluruhnya guna menyusun penulisan dalam 

penelitian ini menjadi terstruktur dan sistematis melalui langkah-

langkah berikut ini :  

a. Pemeriksaan data (editing), suatu kegiatan dalam memeriksa 

kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan 

kembali kelengkapan jawaban dan kejelasan makna dari 

hasil jawaban narasumber. 

b. Klasifikasi data, usaha penulis dalam mengelompokkan dan 

menggolongkan serta memilah data dari hasil keseluruhan 

informasi yang diperoleh berdasarkan klasifikasi tertentu 

yang telah dirangkai penulis. 

6. Analisis Data 

    Analisis data adalah proses penyusunan dan 

penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk dengan cara 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara bentuk-

bentuk uraian guna dapat dipahami maknanya dengan mudah. 

Dalam analisis data, penulis melakukan penataan secara 

sistematis terhadap data yang terkumpul berdasarkan catatan hasil 

observasi, wawancara, dokumen, dan lainnya dengan cara 

melakukan klasifikasi dan pencarian hubungan antar data.
22

 

Selanjutnya, saat seluruh data penelitian telah terkumpul, lalu 

melakukan tahap pengolahan data melalui proses editing, tahapan 

peneliti dalam memeriksa kembali mengenai kelengkapan data 

                                                           
21 Rifa‘i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan I (Yogyakarta: 

Suka Pres Uin Sunan Kalijaga, 2021), 114. 
22 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan I (Banjarmasin: 

Antasari Press, 2011), 93. 
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yang diterima dan kejelasan dalam menyalurkan agar dapat 

dipahami dengan baik.  

    Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini 

adalah melalui pendekatan kualitatif. Tahapan berikutnya adalah 

penulis akan melakukan analisa dengan menggunakan metode 

induktif, suatu metode yang dipakai untuk membuat sebuah 

kesimpulan terkait tanggapan sikap yang berdasarkan pada 

akidah dalam pandangan fiqh siyasah terhadap pengaturan 

adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah pada masa 

pandemi covid-19. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang menjadi panduan atau 

langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir dijabarkan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini memuat uraian dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan fokus penelitian yaitu 

mengenai implementasi peraturan gubernur Lampung no. 45 pasal 5 

tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam 

pelaksanaan ibadah pada masa covid-19, ruang lingkup penelitian 

mengenai pelaksanaan ibadah berdasarkan adaptasi kebiasaan baru 

pada masa covid-19, sistematika penulisan, dan kerangka berfikir. 

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini memuat kajian mengenai 

beberapa teori dan referensi yang menjadi acuan dalam mendukung 

studi penelitian ini, diantaranya adalah teori pelaksanaan ibadah 

berupa shalat jamaah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori fiqh siyasah.  

BAB III DESKRIPSI OBJEK KAJIAN: Bab ini memuat 

mengenai laporan penelitian yang menyangkut tentang gambaran 

umum tempat penelitian dan penyajian fakta serta informasi data 

penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN: Bab ini memuat mengenai 

hasil penelitian terhadap implementasi peraturan gubernur lampung 

no. 45 pasal 5 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam 

pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-19 dan sudut pandang 
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fiqh siyasah terhadap pelaksanaan ibadah yang berdasarkan aturan 

adaptasi kebiasaan baru. 

BAB V KESIMPULAN: Bab ini memuat temuan studi berupa 

rangkuman pokok yang dapat dikatakan sebagai kesimpulan yakni 

keseluruhan pembahasan dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

     Fiqh siyasah terdiri dari 2 kata, yaitu fiqh dan siyasah. 

Kata fiqh secara leksikal merupakan istilah yang digunakan 

dalam bidang hukum agama memiliki makna yaitu paham atau 

mengerti. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan 

tentang pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud 

perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis (istilah), 

makna fiqh menurut ulama-ulama syara‟ (hukum Islam) adalah 

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ 

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang 

tafshil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus 

yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu Alqur‘an dan Sunnah).
23

 

     Selanjutnya, kata siyasah berasal dari kata sasa yang 

terdapat dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-„Arab memiliki 

arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut bahasa, 

siyasah memiliki beberapa makna yaitu mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan 

dan politik. Sedangkan siyasah menurut istilah dalam kamus 

Lisan al-„Arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan 

cara membawa kepada kemaslahatan. Artinya siyasah adalah 

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan 

luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta 

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar 

keadilan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai 

undang-undang atau peraturan yang dibuat untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
24

 

                                                           
23 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,” 

Cetakan II (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23–24. 
24 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,” Cetakan 

I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 23–24. 
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     Berdasarkan uraian-uraian pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah sebagai 

bidang kajian ilmu ketetanegaraan dalam Islam secara umum 

biasanya didalamnya membicarakan seputar tentang siapa sumber 

kekuasaan,  siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan 

bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa 

pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
25

 

     Sementara itu, terdapat ketentuan kebijaksanaan 

pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat 

merupakan pengertian dari siyasah syar‟iyyah, yang mana 

termasuk dalam kajian fiqh siyasah. Muhammad Abdul Khalaf 

mengutip definisi siyasah syar‟iyyah menurut para fuqaha 

sebagai suatu kewenangan penguasa atau pemerintah untuk 

melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada 

kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan 

dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil khusus 

yang terkait. Dapat ditarik garis kesimpulan dari hakikat siyasah 

syar‟iyyah bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar‟iyyah 

adalah wahyu Al-Qur‘an dan al-Sunnah yang menjadi acuan bagi 

pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan 

perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.
26

 

     Dalam pembuatan pengaturan tidak boleh meninggalkan 

jiwa syariat untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, kalau 

pengaturan tersebut telah sesuai dengan semangat kemaslahatan 

dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi 

dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini : 

سُوْلَ وَاُولِِ الْاَمْرِ مِ يه  َ وَأطَِيْعُوا الرَّ ينَْ أمَٓنوُْا أَطِيْعُوا الّلّه ِ اَ الََّّ م بٓ أَيُُّّ نْكُْ  

                                                           
25 Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” 4–5. 
26 Ibid., 5–6. 
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―Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah 

Rasul-Nya dan para Ulil Amri (Pemimpin) di antara kamu.‖(An-

Nisa:59). 

     Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ketaatan 

pada pemerintah (Ulil al-amr) terletak setelah ketaatan kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu 

kewajiban umat Islam untuk taat kepada pemerintah disamping 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab tidaklah dapat berjalan 

dengan baik suatu urusan tanpa taat kepada pemerintah. Kata ulil 

al-amr dalam ayat tersebut juga mengarah kepada pemimpin yang 

memiliki tanggungjawab atas wilayah kuasanya. 

     Al-Syafi‘i mengatakan tidak ada siyasah melainkan yang 

sesuai dengan syara‘, bermakna tidak boleh ada pertentangan 

antara siyasah dengan apa yang telah diputuskan syara‘. 

Prinsipnya apapun wasilah yang mendatangkan kebenaran dan 

pengetahuan tentang di dalam realitas persoalan yang tidak 

ditemukan hukumnya dalam nas (al-Qur‘an dan Sunnah), ijma‟ 

dan qiyas, ataupun suatu keadaan yang sejatinya dapat berubah 

dan berganti dikarenakan ada perubahan kemaslahatan dan 

kondisi tertentu. ini bermakna bahwa realitas-realitas yang 

berlaku pada masa itu berada dalam keadaan terlantar tanpa 

keputusan hukum. Hal ini menunjukkan gambaran negatif 

terhadap syariah yang identik dengan sifat lemah, jumud dan 

tidak responsif terhadap tuntutan kehidupan yang selalu 

mengalami perkembangan.
27

 

     Adapun dalam substansi pembuatan perundang-undangan, 

haruslah memperhatikan hal berikut ini: 

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam 

2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum 

dan pemerintahan 

3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya 

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat  

                                                           
27 Irwantoni, ―Peranan Siyâsah Syar‘iyyah dalam Memahami Nas-nas 

Agama,‖ Al-‟Adalah,  Volume 10 Nomor 1 (Januari 2012): 272, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/ view/268. 
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5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
28

 

      Kemudian, dalam mempelajari dan mengembangkan 

siyasah terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat digunakan antara 

lain: 

ةِ  مَةٌ علَََ المَْصْلحََةِ الخَْاالصَّ تُ مُلَدَّ  المَْصْلحََةُ العَمَّ

“Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan 

yang khusus”.
29

 

فُ الِامَا عِيَّةِ مَنوُْطٌ بِِلمَْصْلحََةِ ثصَََُّ مِ علَََ الرَّ  

“Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat 

tergantung kepada kemaslahatan”.
30

 

مٌ علَََ جَلةِْ المَْياَفِعِ   دَرْءُ المَْفَا سِدِ مُلَدَّ

“menolak bahaya  didahulukan daripada mendatangkan 

kebaikan (kemaslahatan)”.
31

 

Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap 

kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yang 

dibuat oleh pemerintah muatannya harus mengandung 

kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan 

kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan umum harus mendapat 

prioritas daripada kemaslahatan khusus.
32

 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

     Menurut al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-

Sulthaniyah ruang lingkup fiqh siyasah membahas tentang 

siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah 

maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha‟iyah (peradilan), 

siyasah harbiyah (hukum perang), dan siyasah idariyah 

(administrasi negara). Sedangkan Ibn Taimiyah dalam kitabnya 

                                                           
28 Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” 7. 
29 Pulungan, Fikih Siyasah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,” 40. 
30 Ibid. 
31 Djazuli, Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

rambu Syariah” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 37. 
32 Pulungan, Fikih Siyasah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,” 40. 
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Al-Siyasah al-Syar‟iyah fi Ishlah al-Ra‟i wa al-Ru‟iyah 

mencakup siyasah dusturiyah, siyasah idariyah, siyasah maliyah, 

dan siyasah dauliyah (hubungan internasional). Adapun menurut 

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Al-Siyasah al-Syariyah 

hanya membahas tiga bidang yaitu siyasah dusturiyah, siyasah 

dauliyah, dan siyasah maliyah.   

     Berbeda dengan ketiga pendapat di atas, salah satu ulama 

terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi 

ruang lingkup fiqh siyasah kedalam delapan bidang, yaitu:
33

 

a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyah (Politik Pembuatan 

Perundang-Undangan) 

b. Siyasah Tasyri‟iyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 

c. Siyasah Qadha‟iyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 

d. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi Moneter) 

e. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 

f. Siyasah Dauliyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional) 

g. Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan 

Undang-Undang) 

h. Siyasah Harbiyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan) 

     Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai pembidangan 

ruang lingkup tersebut di atas, maka dapat dipersempit atas empat 

bidang saja yakni fiqh siyasah dusturiyyah, fiqh siyasah dauliyah, 

fiqh siyasah maliyah dan fiqh siyasah harbiyah. Adapun Fiqh 

siyasah dusturiyah mencakup siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah 

(penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), siyasah 

qadha‟iyah syar‟iyah (peradilan yang sesuai dengan syariat), 

siyasah idariyah syar‟iyah (administrasi yang sesuai dengan 

syariat), dan siyasah tanfidziyah syar‟iyah (pelaksanaan syariat). 

Fiqh siyasah dusturiyah adalah pengaturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala 

negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan 

                                                           
33 Ibid., 43. 
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umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan 

masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
34

 

 

3. Fiqh Siyasah Dusturiyyah 

     Fiqh siyasah dusturiyyah merupakan salah satu ruang 

lingkup dalam fiqh siyasah yang membahas mengenai pengaturan 

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.  

     Kajian Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan umumnya tidak dapat dilepaskan 

dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Qur‘an maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran 

Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy 

tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah 

masyarakat. kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad 

para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
35

 

Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyyah, bidang ini dapat 

dibagi menjadi 4 bagian, sebagai berikut: 

a. Bidang siyasah tasri‟iyah, termasuk di dalamnya persoalan 

ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. hubungan 

muslimin dan non-muslim di dalam satu negara, seperti 

Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan 

pelaksanaan, peraturan daerah. 

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan 

imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahdi. 

c. Bidang siyasah qadla‟iyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah peradilan. 
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d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah administratif dan kepegawaian. 

 

4. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah 

     Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian 

yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah yang diorientasikan 

untuk kemaslahatan rakyat. dalam siyasah tanfidziyyah 

syar‟iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang 

harus diambil untuk mengharmonisasikan kehidupan masyarakat. 

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan 

kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri 

maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara 

(hubungan internasional). Kepala negara sendiri mempunyai 

kekuasaan untuk membuat produk-produk hukum sebagai upaya 

menjalankan syari‘at Islam, dalam menjalankan mekanisme 

pemerintahannya seorang kepala negara akan dibantu oleh para 

pembantunya, seperti para menteri, hkaim, gubernur, komandan 

pasukan dan pejabat lain untuk mengatur negara dan umat dengan 

baik.
36

 

     Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah dalam lingkupnya 

mencakup persoalan mengenai imamah, ahl al-hall wa al-„aqd, 

wizarah dan ba‟iat, sebagai berikut: 

a. Imamah  

Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya 

diindentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan 

pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. 

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para 

fuqaha‘ mempunya dua fungsi, yaitu memelihara agama 

Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta 

menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang 

digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan 
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untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara 

agama dan mengatur kehidupan dunia. Adapun menurut 

‗Audah mendefinisikan imamah atau khilafah adalah 

kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah 

keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi 

Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan 

memelihara segala yang wajib dilakukan oleh segenap umat 

Islam.
37

 

b. ahl al-hall wa al-„aqd 

Secara harfiah, ahl al-hall wa al-„aqd berarti orang-

orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh 

siyasah merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-„aqd 

sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk 

memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. 

Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-„aqd adalah lembaga 

perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau 

suara masyarakat. Anggota ahl al-hall wa al-„aqd ini terdiri 

dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan 

profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan 

mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. 

Al-Mawardi menyebutkan ahl al-hall wa al-„aqd dengan ahl 

al-ikhtiyar, karena merekalah yang berhak memiliki 

khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-

syawkah. Sebagian lagi menyebutkannya dengan ahl al-

syura. Namun semuanya mengacu pada pengertian 

―Sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat 

dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan 

demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.‖ Dengan 

demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk 

menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan 

mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan 

kemaslahatan umum yang mereka inginkan. 

Selanjutnya, al-Mawardi menentukan bahwa syarat 

yang mutlak dipenuhi oleh anggota   ahl al-hall wa al-„aqd 
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adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara 

yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan 

yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala 

negara.
38

 

c. Wizarah 

Kata ―wizarah‖ diambil dari kata ―al-wazr‖ yang 

berarti ―al-tsuql‖ atau berat. Dikatakan demikian karena 

seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang 

berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan 

pemerintahan dan pelaksanaannya. Adapun al-Mawardi 

lebih merinci mengenai asal usul kata wizarah ini. Pertama, 

wizarah berasal dari kata al-wizar yang berarti al-tsuql 

(beban). Kedua, wizarah terambil dari kata al-wazar yang 

berarti al-malja‟ (tempat kembali). Dinamakan demikian, 

karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat 

wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan 

memutuskan kebijaksanaan negara. Ketiga, wizarah juga 

berasal dari al-azr yang berarti al-zhuhr (punggung). Hal 

tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi 

tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara. 

Dari uraian-uraian makna di atas dapat ditarik 

pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala 

negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada 

dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu manangani 

seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-

orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. 

Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan 

pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan 

kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan 

kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir 

merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus 

pemerintahan. Wazir berperan kordinator menteri-menteri 

lainnya yang memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu. 

Berdasarkan perbedaan peran dan tugas tersebut, al-Mawardi 
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membedakan kementerian ini menjadi dua bentuk, yaitu 

wazir al-tafwidh merupakan menteri yang memiliki 

kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan 

politik negara  dan wazir al-tanfidz yang hanyalah pelaksana 

kebijaksanaannya jauh lebih kecil dari wazir al-tafwidh.
39

 

d. Ba‟iat  

Istilah ba‟iat berasal dari kata ba‟a yang berarti 

―menjual‖. Ba‟iat mengandung makna perjanjian; janji setia 

atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan ba‟iat 

selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Maka ba‟iat 

secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak 

yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang 

dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya 

kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusannya. 

Artinya dalam ba‟iat terjadi penyerahan hak dan pernyataan 

ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara sukarela 

kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan 

kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Jadi, 

pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak 

berlangsung secara timbal balik. Paradigma pemikiran ulama 

menjadikan ba‟iat sebagai salah satu prinsip dalam 

melegitimasi kepala negara yang terpilih, didasarkan pada 

beberapa peristiwa ba‟iat yang terjadi dalam sejarah; pada 

masa Nabi dan sahabat.
40

  

 

B. Ibadah Shalat Dalam Syariat Islam 

1. Pengertian Ibadah 

Secara etimologis, kata ibadah berasal dari bentuk mashdar 

bahasa arab yakni abada yang tersusun dari huruf „ain, ba, dal 

yang selanjutnya membentuk ungkapan   عبادة –يعبد  –عبد  artinya 

melayani, patuh, tunduk.
41

 Sedangkan secara terminologis ibadah 
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adalah kemudian secara terkait bermakna ―tunduk merendahkan 

diri dihadapan Allah‖, artinya mengikuti seluruh perintah dan 

menjauhi semua larangan yang dikehendaki Allah Swt.
42

  

Adapun dalil yang menyerukan umat manusia untuk 

beribadah, sebagaimana dalam kitab al-Qur‘an berikut ini; 

ينَْ مِنْ كدَْلِكُْ  ِ ى خَللََكُْ وَالََّّ ِ َّكُُ الََّّ اَ اليَّاسُ اعْحُدُوْا رَج   لعََلَّكُْ ثخََّوُوْنَ وسور يبَأَٓيُُّّ

 (١٢الحلره:

 ―Wahai Manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu 

bertaqwa.‖ (QS. Al- Baqarah (2): 21). 

     Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ibadah 

adalah suatu ketaatan hamba untuk mencapai puncaknya berasal 

dari kesadaran hati seseorang sebagai akibat pengagungan kepada 

Allah. Maka penarikan kesimpulan mengenai ibadah adalah suatu 

wujud manusia untuk mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah 

sebagai Tuhan yang telah menciptakannya (manusia). 

     Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di 

dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi 

manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hal tersebut 

dapat difahami dari firman Allah dalam Kitab al-Qur‘an berikut 

ini: 

َّمَا خَللَْنكَُْ  َّكُْ  أَفحََسِخْتُُْ أَه  (۱۱۱المؤمنون: اِليَْياَ لَاحرُْجَعُوْنَ وسور  عخَسًَا وَأَى

―maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami 

menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu 

tidak akan dikembalikan kepada kami‖. (QS. Al-Mu‘minun, 115). 

     Dapat diambil pemahaman dari firman Allah di atas 

bahwasannya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan makhluk-

Nya (manusia) sesungguhnya karena Allah mengetahui tentang 

kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya serta 

bertaqwa, maka dari itu diberikan kewajiban untuk ibadah. 
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Penegasan terhadap manusia diberi kewajiban ibadah agar 

manusia itu mencapai taqwa.
43

 

 

2. Pengertian Shalat 

     Menurut pengertian syara‘ shalat ialah ibadah dalam 

bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan 

hati secara ikhlas dan khusyu‘, dimulai dengan takbiratul ihram 

dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun 

yang telah ditentukan syara. Berdasarkan penguraian makna 

mengenai shalat di atas dapat diambil pemahaman bahwa 

seseorang yang melakukan shalat dituntut agar seluruh sikap dan 

perhatiannya ditujukan semata-semata hanya kepada obyek dan 

seruan yaitu Allah SWT. shalat seorang hamba diharapkan 

menghayati sedalam-dalamnya akan kehadiran Allah dalam 

hidup ini.
44

 

     Adapun dalil yang menyerukan bahwa seorang hamba 

untuk berdo‘a (shalat) kepada Tuhan-Nya (Allah SWT.) sebagai 

pencipta seluruh alam semesta ini. jadi shalat adalah bentuk do‘a 

paling murni atau paling tinggi. Berikut firman Allah : 

ُ سَِ  َّهُمْ وَالّلّه ثمََ سَوَنٌ ل مْ اِنَّ صَلوَه (٢٠١الخوتة: وسور يْعٌ علَِيٌْْ وَصَلِّ علَيَِْْ  

―Dan berdo‟alah untuk mereka. Sesungguhnya do‟a kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui.‖ (QS. At-Taubah: 103). 

     Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa secara 

individual shalat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada 

Allah Swt, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata 

mengagungkan Allah Swt, bukan berlomba-lomba untuk 

memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan 

mengumpulkan harta. Sementara itu, shalat merupakan 
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peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan 

kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.
45

 

 

3. Shalat Jama’ah 

     Shalat jama‘ah adalah gabungan dari kata shalat dan 

jama‘ah (al-Jama‟ah). Secara bahasa, kata al-Jama‟ah berasal 

dari kata al-Jam‟u, mashdar dari jama‟a yang berarti 

pengumpulan atau penghimpunan. Sedangkan secara istilah 

menurut para fuqaha, kata al-Jama‟ah adalah bilangan manusia 

yang berjumlah banyak. Menurut al-Kasani, al-Jama‟ah terambil 

dari kata al-Ijtima. Sementara itu, shalat fardhu dikatakan 

berjama‘ah apabila dikerjakan minimal oleh 2 (dua) orang yang 

terdiri dari imam dan ma‘mum. Adapun menurut ilmu fiqh yang 

disebut dengan shalat jama‘ah adalah penghubung antara 

shalatnya seorang ma‘mum dengan imam.
46

 

     Berdasarkan penguraian makna di atas, dapat disimpulkan 

bahwa shalat jama‘ah adalah shalat fardhu yang dikerjakan 

dengan berjama‘ah atau berkelompok sedikitnya terdiri atas dua 

orang yang mempunyai ikatan yaitu seorang dari mereka menjadi 

imam dan yang lain menjadi ma‘mum dengan syarat-syarat yang 

ditentukan, yang mana ma‘mum wajib mengikuti imam dari 

mulai takbiratul ihram sampai salam.
47

 

     Anjuran untuk melaksanakan shalat jama‘ah telah banyak 

disinggung dalam hadits. Keutamaan yang diperoleh dari 

melaksanakan shalat berjama‘ah di masjid mengandung nilai 

yang lebih tinggi dan berlipatganda pahalanya dari melaksanakan 

shalat sendiri. Sebagai seorang muslim sudah semestinya selalu 

menjaga keutuhan shalatnya, lebih baik lagi bila dibarengi 

dengan pelaksanaannya yang secara berjama‘ah di masjid agar 

mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan 

Rasul-Nya yang telah tercatat dalam hadits-hadits.  
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     Adapun keutamaan yang diperoleh saat mengerjakan shalat 

jama‘ah, berikut diantaranya: 

a). Memperoleh pahala 27x lipat. Keutamaan yang didapat dari 

mengerjakan shalat berjamaah telah ditentukan yakni nilai 

pahalanya dilipat gandakan 27x lipat dari pahala 

mengerjakan shalat sendiri. Telah disebutkan dalam hadits 

bahwa; 

حْعٍ وَعِشْْيِنَْ دَرَجَةً صَلََُ  الجَْمَاعةَِ اَفضَْلُ مِنْ   صَلََِ  الفَذِّ ثِس َ

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: Shalat 

jama‟ah lebih utama daripada shalat sendirian dua puluh 

tujuh derajat”. (H.R. Bukhari no. 645 dan Muslim no. 

650).
48

 

b). Memperoleh pahala ditiap langkah kaki menuju masjid. 

Telah disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad bahwa; 

ئةًَ وَخَطْوٌَ  حوُْتةَُ لََُ  ِّ مَنْ رَاحَ اِلَِ مَسْحِدِ الجَْمَاعةَِ فخََطْوٌَ  ثمَْحُوْسَي

يةٌَ ذَاحِداً وَرَاجِعًا   حَس َ

―Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. 

bersabda: ―Barangsiapa yang berangkat menuju masjid 

untuk shalat berjama‟ah, maka tiap satu langkahnya akan 

menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai 

amal kebaikan, baik saat berangkat maupun kembali‖ (H.R 

Ahmad dan di-shahih-kan oleh Syaikh Ahmad Syakir).
49

 

c). Membentuk dan meluruskan shaf saat shalat berjama‘ah. Hal 

tersebut juga telah ada anjurannya dalam hadits. Merapatkan 

shaf dalam shalat jamaah dimaksudkan agar semakin 

menjauhkan kita dari gangguan syaitan dan mendapatkan 

kemanfaatan dari sunnah Rasulullah. Adapun hadits yang 

menyerukan umat muslim untuk merapatkan shaf shalat :  

                                                           
48 Sa‘id bin Ali bin Wahf Al-Qathani, Shalat Al-Mukmin (Jakarta: Maktabah 

Al-Malik, 2009), 517. 
49 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih At-Targhib  Wa At-

Tarhib (Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran, Janji Pahala, Ancaman & Dosa) 

(Jakarta: Pustaka Mahifa, 2007), 328. 
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ُ علَيَْوِ  ِ صَلََّ اللَّّ ُ عَيْوُ كاَلَ : كاَلَ رَسُوْلُ اللَّّ وَ عَنْ اَوسٍَ رَضَِِ اللَّّ

 : ْ لََ ِ وَسَلََّّ فِّ مِنْ ثمََامِ الصَّ وا سُفُوْ فكَُْ فاَِنَّ جسَْوِيةََ الصُّ قٌّ . مُتَّفَ سَوُّ

 علَيَْوِ.

―Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda : 

“Luruskanlah Shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf 

termasuk kesempurnaan shalat.‖ (Muttafaqun ‗alaih)(HR. 

Bukhari, no. 723 dan Muslim, no. 433).
50

 

kemudian terdapat lanjutan mengenai pentingnya 

merapatkan shaf disebutkan dalam hadits riwayat yang sama 

dengan sebelumnya yakni, لََ ِ  وَفِِ رِوَايةٍَ لِلْحُخَارِي : فاَِنَّ   فُوْفِ مِنْ اِكاَمَةِ الصَّ .جسَْوِيةََ الصُّ  

Bahwa Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, ―Karena 

lurusnya shaf termasuk mendirikan shalat.‖ Hadits tersebut 

menegaskan bahwa merapatkan shaf merupakan sunnah 

yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dalam melaksanakan 

shalat terutama saat shalat jama‘ah.
51

 

 

C. Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pelaksanaan 

Ibadah 

Pemerintah telah banyak mengupayakan dan menerapkan 

berbagai pengaturan di tengah masyarakat dalam mengatasi 

permasalahan wabah penyakit Covid-19 yang cukup mengganas 

karena penyebarannya yang sangat cepat ke berbagai wilayah di 

Indonesia. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 

tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru merupakan aturan yang di 

keluarkan oleh Gubernur untuk mengatur kembali aktivitas 

masyarakat di wilayah Lampung dengan menghimbau protokol 

kesehatan dalam menjalani segala aktivitas masyarakat yang sempat 

terhenti akibat Covid-19 di segala sektor bidang, salah satunya 

penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor keagamaan yakni bentuk 

                                                           
50 Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2017), 156. 
51 Jamaludin, Fiqh Ibadah, 113–15. 
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pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-19. Berikut bentuk 

pengaturan adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah yang 

ditetapkan dalam peraturan gubernur lampung nomor 45 tahun 2020 

termuat pada pasal 5 berikut ini: 

Pasal 5 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberlakukan AKB-M2PA untuk 

mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19 

di wilayah Lampung. 

(2) AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada 

aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau 

berkegiatan di wilayah Lampung. 

(3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah 

Lampung wajib: 

a. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 

kesehatannya; 

b. Apabila menggunakan masker kain sebaiknya gunakan masker 

kain 3 lapis dan diganti setiap 4 (empat) jam sekali; 

c.  Membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci 

tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 

cairan antiseptik beralkohol/handsanitizer; 

d. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan 

tangan yang tidak bersih dalam beraktivitas; 

e. Menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal 1 

(satu) meter; dan 

f. Membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik. 

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aktivitas 

di tempat dan fasilitas umum sebagaimana yang tercantum dalam 

lampiran Peraturan Gubernur ini. 

(5) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur ditingkat kabupaten/kota di atur oleh Bupati/Walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 
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Lampiran I : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 

2020 

XIII. Pelaksanaan Aktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum Kegiatan 

Keagamaan di Rumah Ibadah 

1. Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan oleh umat 

beragama menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. 

2. Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang 

yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya 

risiko penularan Covid-19. 

3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam 

kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat 

membutuhkan peran pihak pengelola dan jamaah/jemaat. 

4. Peran pengelola dan jamaah/jemaat dalam kegiatan di rumah ibadah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:  

a. Bagi pengelola, antara lain: 

1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara 

berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan 

keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah 

seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan 

fasilitas umum lainnya 

2) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di lokasi 

yang mudah diakses oleh jemaah, seperti di pintu masuk dan 

dekat kotak amal 

3) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk 

rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter 

secara berkala 

4) Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet 

5) Melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi 

antar jemaah dengan memberikan tanda khusus yang 

ditempelkan di lantai/kursi rumah ibadah 

6) Melakukan pengaturan jemaah dalam waktu bersamaan 

untuk memudahkan penerapan jaga jarak 

7) Menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa 

peralatan ibadah sendiri 
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8) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat 

tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat 

dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan 

spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya. Adapun materi 

yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 

dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci 

tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 

1 (satu) meter dan etika batuk. 

9) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk 

mengingatkan jemaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga 

jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan 

kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi 

aktif untuk mengingatkan. 

10)  Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jemaah yang 

memiliki gejala demam, batuk, pilek, neyri tenggorokan, 

dan/atau sesak napas 

11)  Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila 

ditemukan suhu >37,5 °C (dua kali) pemeriksaan dengan 

jarak 5 (lima menit), maka tidak diperkenankan masuk ke 

rumah ibadah  

12)  Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa 

mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. 

b. Bagi jamaah/jemaat, antara lain: 

1) Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan 

ibadah. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, 

nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan 

lakukan ibadah di rumah 

2) Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, 

kitab suci dan lain sebagainya 

3) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama 

berada di tempat ibadah 

4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai 

sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer 

5) Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan 
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6) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan 

mulut 

7) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter 

8) Bagi jemaah anak-anak, usia lanjut, dan jemaah dengan 

memiliki penyakit kormobid dianjurkan untuk beribadah di 

rumah 

9) Saling mengingatkan jemaah lain terhadap penerapan 

kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 

1 (satu) meter antar sesama jemaah 

5. Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila 

memiliki daya tampung yang besar dan mayoritas jemaah atau 

penggunanya dari luar lingkungan rumah ibadah dimaksud, maka 

harus mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Kepala Desa/Lurah sesuai dengan 

tingkatan rumah ibadah tersebut. 

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Area Ruangan Rumah Ibadah, 

antara lain: 

1) Petugas menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda 

khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter 

2) Menghimbau jemaah untuk menggunakan sajadah yang dibawa 

dari rumah bagi jemaah muslim 

3) Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga 

lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit 

bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19 

4) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di 

area rumah ibadah 

5) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan 

menggunakan sabun atau handsanitizer 

6) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan 

7) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter. 
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